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ABSTRAK 

 
 

Kegiatan untuk mempermudah aktivitas perkapalan baik naik turun nya penumpang, bongkar muat 

atau ekspedisi laut dan sebagainya di perlukan peranan Syahbandar.Salah satunya adalah peranan 
Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga merupakan Kantor yang bergerak 

dalam bidang keselamatan dan keamanan, kordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan serta 

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan. Adapun peran 
Syahbandar tersebut antara lain: Melakukan pemeriksaan kondisi kapal dengan baik agar tidak terjadi  

kecelakaan kapal. Memeriksa segala kelengkapan dokumen-dokumen kapal secara 

onlinemenetapkan izin berlayar. Setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan 

daftar periksa pemenuhan kewajiban kapal. Syahbandar sebagaimana dimaksud dapat menunjukan 
pejabat dan petugas yang memiliki kompetensi di bidang kesyahbandaran. Menyediakan sistem 

informasi elektronik berbasis internet sebagaimana permohonan surat persetujuan berlayar diajukan 

secara online. Setiap blangko surat persetujuan berlayar harus dicetak dalam buku register oleh unit 
pelaksana teknis direktorat jendral dan dilaporkan kepada direktur jendral. Memberikan pelayanan 

jasa penerbitan surat persetujuan yang maksimal kepada pemohon agar hubungan kerjasama yang 

dimiliki kedua instansi dapat tetap terjaga dengan baik. Memberikan dedikasi yang tinggi dalam 
menjalankan setipa tugas dan fungsinya demi kelancaran kegitan pelayanan. Memberikan responsive 

yang selalu sigap dalam menangani berbagai kendala atau masalah selama memberikan pelayanan 

kepada pemohon penerbitan surat persetujuan berlayar. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama 

yang baik pada pihak layanan sistem instansi pemerintah maupun kepada pihak-pihak operator 
dipelabuhan untuk menjaga kelancaran pelayanan penerbitan surat persetujuan  berlayar. 
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia disebut sebagai Negara Maritim, karena sebagian wilayahnya merupakan 

perairan.Dengan begitu Indonesia mempunyai kesempatan menjadi Negara Poros Maritime di 

Asia bahkan di Dunia.Kegiatan tersebut harus segera di realisasikan dengan maksimal, yaitu 

dengan memaksimalkan kegiatan di pelabuhan dengan baik.Kegiatan untuk mempermudah 

aktivitas perkapalan baik naik turun nya penumpang, bongkar muat atau ekspedisi laut dan 

sebagainya di perlukan peranan Syahbandar.Salah satunya adalah peranan Kantor 

Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga merupakan Kantor yang bergerak 

dalam bidang keselamatan dan keamanan, kordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan serta 

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan.  

Ada pun beberapa tugas pokok Kesyahbandaran pada kegiatan Kapal yaitu 

melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan 

pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan 
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pengawasan kegiatan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, oleh karena itu 

kinerja pelayanan Syahbandar pada kegiatan kapal merupakan salah satu faktor penting dalam 

keselamatan sarana angkutan laut, sehingga kinerja Syahbandar sangat perlu untuk di 

tingkatkan guna memperlancar kegitan terutama di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas IV Sibolga. Selama melaksanakan Praktek Darat, penulis menemukan 

beberapa masalah/kendala dalam kegiatan Operasional Angkutan laut di Pelabuhan Sibolga 

antar lain: Pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar dan pemeriksaan dokumen - 

dokemen kapal masih secara manual, kurangnya jumlah anggota dalam melakukan 

pemeriksaan cek fisik kapal, Ketidak pastian waktu keberangkatan kapal dalam penerbitan 

surat persetujuan berlayar. Oleh karena itu, dari permasalahan yang timbul diperlukannya 

peran syahbandar dalam memberikan pelayanan yang dapat membantu pemilik kapal atau 

pemohon mampu memeberikan pelayanan yang baik dan maksimal. 

 

METODE 

 

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pelabuhan. Berdasarkan masalah 

yang dihadapi, maka langkah-langkah yang dilkakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

bagi kegiatan ini maka diadakan pendekatan kepada instansi terkait yaitu karyawan Kapal, 

melalui sosialisasi berupa penjelasan atau uraian mengenai sosialisasi standar pelayanan 

penerbitan surat persetujuan berlayar di pelabuhan Sibolga. 

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan sosialisasi standar pelayanan 

penerbitan surat persetujuan berlayar di pelabuhan Sibolga. Metode yang digunakan berupa 

metode pelatihan, pendampingan, dan diskusi. Pelatihan dilakukan dengan cara 

menyampaikan materi tentang sosialisasi standar pelayanan penerbitan surat persetujuan 

berlayar di pelabuhan Sibolga. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap, yakni 

tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. 

a. Tahap Persiapan Pada tahap ini tim melakukan survei pendahuluan untuk 

mengetahui kondisi target kegiatan dengan menganalisis kondisi tempat yang akan 

digunakan, kondisi peserta yang akan diberikan perlakuan dan menyusun rancangan 

kegiatan yang akan dilakukan. Tahap persiapan selanjutnya tim menyiapkan bahan-

bahan yang akan dijadikan materi persentasi. 

b. Tahap Pelaksanaan yaitu, tim pelaksana untuk melakukan sosialisasi sosialisasi 

standar pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar di pelabuhan Sibolga  

c. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan sosialisasi sosialisasi 
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standar pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar di pelabuhan Sibolga. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Peran Syahbandar dalam meningkatkan pelayanan penerbitan surat persetujuan 

berlayar pada kapal yang masuk di pelabuhan Sibolga antara lain:  

a. Melakukan pemeriksaan kondisi kapal dengan baik agar tidak terjadi kecelakaan 

kapal.  

b. Memeriksa segala kelengkapan dokumen-dokumen kapal secara 

onlinemenetapkan izin berlayar.  

c. Setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan daftar periksa 

pemenuhan kewajiban kapal.  

d. Syahbandar sebagaimana dimaksud dapat menunjukan pejabat dan petugas yang 

memiliki kompetensi di bidang kesyahbandaran.  

e. Menyediakan sistem informasi elektronik berbasis internet sebagaimana 

permohonan Surat persetujuan berlayar diajukan secara online.  

f. Setiap blangko Surat persetujuan berlayar harus dicetak dalam buku register oleh 

unit pelaksana teknis direktorat jendral dan dilaporkan kepada direktur jendral.  

g. Memberikan pelayanan jasa penerbitan Surat persetujuan yang maksimal kepada 

pemohon agar hubungan kerjasama yang dimiliki kedua instansi dapat tetap 

terjaga dengan baik.  

h. Memberikan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan setipa tugas dan fungsinya 

demi kelancaran kegitan pelayanan.  

i. Memberikan responsive yang selalu sigap dalam menangani berbagai kendala 

atau masalah selama memberikan pelayanan kepada pemohon penerbitan surat 

persetujuan berlayar.  

j. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik pada pihak layanan sistem 

instansi pemerintah maupun kepada pihak-pihak operator dipelabuhan untuk 

menjaga kelancaran pelayanan penerbitan surat persetujuan  berlayar.  

Adapun beberapa kendala Syahbandar dalam menigkatkan kualitas pelayanan 

penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan 

Kelas IV Sibolga antara lain:  

a. Pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar dan pemeriksaan dokumen-

dokemen kapal masih belum melaksanakan secara onlineatau kedalam sistem 



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 

 

 

inapornet.  

b. Kurangnya jumlah anggota dalam melakukan pemeriksaan cek fisik kapal yang 

mempengaruhi kelalaian pemeriksaan fisik kapal dan keterlambatan penerbitan 

surat persetujuan berlayar.  

c. Terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi seperti prosedur pelayanan, 

Ketidak pastian waktu keberangkatan kapal dalam penerbitan surat persetujuan 

berlayar. 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

Adapun peran Syahbandar tersebut antara lain:  

a. Melakukan pemeriksaan kondisi kapal dengan baik agar tidak terjadi kecelakaan kapal. 

b. Memeriksa segala kelengkapan dokumen-dokumen kapal secara online menetapkan 

izin berlayar.  

c. Setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan daftar periksa 

pemenuhan kewajiban kapal.  

d. Syahbandar sebagaimana dimaksud dapat menunjukan pejabat dan petugas yang 

memiliki kompetensi di bidang kesyahbandaran. 

e. Menyediakan sistem informasi elektronik berbasis internet sebagaimana permohonan 

surat persetujuan berlayar diajukan secara online.  

f. Setiap blangko surat persetujuan berlayar harus dicetak dalam buku register oleh unit 

pelaksana teknis direktorat jendral dan dilaporkan kepada direktur jendral.  

g. Memberikan pelayanan jasa penerbitan surat persetujuan yang maksimal kepada 

pemohon agar hubungan kerjasama yang dimiliki kedua instansi dapat tetap terjaga 

dengan baik.  

h. Memberikan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan setipa tugas dan fungsinya demi 

kelancaran kegitan pelayanan.  

i. Memberikan responsive yang selalu sigap dalam menangani berbagai kendala atau 

masalah selama memberikan pelayanan kepada pemohon penerbitan surat persetujuan 

berlayar.  

j. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik pada pihak layanan sistem instansi 

pemerintah maupun kepada pihak-pihak operator dipelabuhan untuk menjaga 

kelancaran pelayanan penerbitan surat persetujuan  berlayar. 
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